
 

 

 
BUPATI MALUKU TENGGARA 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 
NOMOR 21 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 
 

Menimbang  :   a. bahwa  sebagai  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam  
meningkatkan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung 
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, khususnya 
penerimaan daerah yang bersumber dari sektor Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, perlu digali semaksimal mungkin; 

 

b.  bahwa  untuk  meningkatkan  kinerja aparatur dalam rangka 
optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat 

memenuhi target penerimaan yang direncanakan, perlu 
diberikan insentif pemungutan; 

 

c.  bahwa  berkaitan  dengan  hal  tersebut  dan  dalam  rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan  

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UU 
Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra 
Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

1645); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang 

Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah 
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran 
Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah 

Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan 
Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 
3); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang 
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran 
Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara 

Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata 
Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara  Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 
2008 Nomor 08 Seri A); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 21 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 
Nomor 21 Seri C); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Malulu Tenggara Tahun 2016 

Nomor 3); 
MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PEDOMAN   PEMBERIAN   DAN 

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
6.   Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku 
Tenggara. 

7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif, 

adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan   undang-undang,   dengan   tidak   mendapatkan   

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

obyek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi 

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 

 

BAB II 
AZAS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

 

Pasal 2 
 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi 
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan  
dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi 

obyektif daerah. 
 

BAB III  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI  

 

Bagian Kesatu  
Penerima Insentif  

 

Pasal 3 
 

(1) Insentif diberikan secara proporsional kepada: 
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a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai 

dengan tanggungjawab masing-masing; 
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan 

daerah; 

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 
d. Pemungut  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  tingkat  ohoi/kelurahan  dan 

kecamatan, kepala ohoi/lurah atau sebutan lain dan camat, serta tenaga 

lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan 
e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan 

Retribusi. 
(2)  Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan 

Retribusi. 
(3)  Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tenaga 

yang mendapat penugasan dari  Instansi  Pelaksana  Pemungut  Pajak  dan  
Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah antara lain 
Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Badan Pertanahan Nasional dalam 

pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
 

Pasal 4 
 

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberikan 
dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah. 
 

Pasal 5 
 

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila 
mencapai kinerja tertentu. 

(2)  Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target 

penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam 

Peraturan Bupati. 
(3) Penghitungan  kinerja  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  

adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan target penerimaan per jenis 
Pajak dan Retribusi, untuk: 
1) sampai dengan triwulan I      :  15% (lima belas perseratus); 

2) sampai dengan triwulan II     :  40% (empat puluh perseratus); 
3) sampai dengan triwulan III    :  75% (tujuh puluh lima perseratus); dan 

4) sampai dengan triwulan IV    :  100% (seratus perseratus). 
b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas 

perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II. 

c.  Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas 
perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II. 

d. Apabila pada akhir  triwulan   II  realisasi   mencapai   40%  (empat  puluh 
perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum 
dibayarkan dan triwulan II. 

e. Apabila  pada  akhir  triwulan  II  realisasi  kurang  dari  40%  (empat  
puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal 
triwulan III. 

f.  Apabila pada  akhir  triwulan  III realisasi mencapai  75%  (tujuh puluh  
lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV. 

g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh 
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lima perseratus), Insentif untuk triwulan III belum diberikan pada awal 

triwulan IV. 
h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus 

perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum 

dibayarkan. 
i.  Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus 

perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif 

diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum 
dibayarkan. 

 
Pasal 6 

 

(1)  Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan 
untuk meningkatkan: 

a. Kinerja Instansi; 
b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi; 
c. Pendapatan Daerah; dan 

d. Pelayanan kepada masyarakat. 
(2)  Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan 

setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. 

(3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan 
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target 

kinerja triwulan yang ditentukan. 
(4)  Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, 

tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan 

sebelumnya. 
 

Bagian Kedua  

Sumber Insentif  
 

Pasal 7 
 

(1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan;  

d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari: 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta        

Catatan Sipil; 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; 
6) Retribusi Pelayanan Pasar; 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 
8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 
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b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
3) Retribusi Terminal; 

4) Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan 
5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: 

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

3) Retribusi Izin Gangguan; 
4) Retribusi Izin Trayek; dan 
5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 

Bagian Ketiga  

Besaran Insentif  
 

Pasal 8 
 

(1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana 
penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk 

tiap jenis Pajak dan Retribusi. 
(2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas 2 (dua) 

bagian yaitu 20% (dua puluh persen) untuk kebutuhan operasional kantor dan 

80% (delapan puluh persen) untuk penerima Insentif sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3. 

(3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 9 
 

(1)  Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan 
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran 
sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2)  Tunjangan   yang   melekat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   adalah 
tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan 
anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan beras dan lain-lain, 

adalah sama dengan jumlah gaji bersih. 
(3)  Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 5% 
(lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 6. 

(4)  Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 

besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6. 
(5) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah 

sebagai penerimaan Daerah. 
 

Pasal 10 
 

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan 
besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

BAB IV  

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Pasal 11 

 
(1)  Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun 
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penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 

berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan 
Pajak serta rincian obyek belanja Pajak. 

(3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 
berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan 

Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi. 
 

Pasal 12 

 
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah 

tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun 
anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran 
berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 
 

Pasal 13 

 
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB V  

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 14 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara. 

 
Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal 4 Januari 2018 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 
 

Cap/ttd 

 
 

ANDERIAS RENTANUBUN 

Diundangkan di Langgur 
pada tanggal 4 Januari 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 
 

Cap/ttd 
 
 

PETRUS BERUATWARIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 21 
 

Salinan sesuai aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
DEBBIE P. J. BUNGA, SH 

Pembina, IV a 
NIP. 19781220 200804 2 001 

 

 
 


